UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH KEGIATAN








Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
dikemukakan diatas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa upaya 
hukum perlindungan lingkungan hidup oleh kegiatan bengkel sepeda 
motor di Kota Yogyakarta berjalan baik, bengkel sepeda motor yang 
mempunyai izin usaha, izin lingkungan dan melakukan penyimpanan 
limbah bengkel sepeda motor dengan baik. Hal itu dilakukan oleh 
bengkel dengan skala besar dan dealer resmi hanya saja bengkel sepeda 
motor belum melaksanakan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan 
reduse, reuse, recycle dan penyerahan hasil limbah yang ditampung 
dan/atau disimpan dalam wadah langsung kepada pengepul yang 
mempunyai izin, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kendala 
sebagai berikut  
1. Minimnya pengetahuan, kesadaran, dan ketaatan pelaku usaha 
dalam memanfaatkan atau mengelola limbah bekas. 
2. Pelaksanaan pengawasan pengelolahan limbah B3 yang 
berdokumen UKL/UPL  dan SPPL belum maksimal karena 




3. Belum ada sangsi administrasi yang tegas bila terjadi pelanggaran 
terhadap pengolahan dan perlindungan limbah karena BLH Kota 
Yogyakarta belum memiliki PPNS di dalam lingkungan hidup  
4. Belum adanya persamaan peraturan mengenai perlindungan dan 
pengolahan lingkungan hidup bengkel sepeda motor, sehingga 
BLH Kota Yogyakarta tidak dapat menjatuhkan sangsi yang tegas 
dan memberikan tanggung jawab sepenuhnya pada bengkel 
sepeda motor  selaku pelaku usaha. 
B. Saran 
1. Perlunya kerjasama antara pelaku usaha pemilik bengkel dengan 
pemerintah dalam perlindungan dan pengembangan inovasi 
teknologi pengolahan serta limbah B3. 
2. Perlu dilakukan penegakan hukum yang konsisten dalam 
penjatuhan sangsi administrasi apabila terjadi pelanggaran dan 
perlu adanya PPNS di bidang lingkungan hidup Kota Yogyakarta 
3. Dibutuhkan ketentuan jelas mengenai pengawasan pelaksanaan 
lingkungan hidup terhadap kegiatan bengkel sepeda motor oleh 
pemerintah daerah kabupaten/kota dan koordinasi antara 
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